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Abstrak

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan
antrean panjang, keterbatasan akses masyarakat terhadap saluran distribusi resmi, dan munculnya
pengecer informal yang menjual kembali BBM dengan harga lebih tinggi daripada harga resmi.
Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum dan etika karena pengecer di satu sisi
menyediakan akses alternatif bagi konsumen, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan beban
ekonomi dan mengganggu tujuan distribusi subsidi. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena
pengecer informal BBM bersubsidi berdasarkan perspektif Magasid al-Shari‘ah, khususnya dalam
kaitannya dengan kemaslahatan konsumen dan keadilan distribusi. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-konseptual. Sumber
penelitian meliputi Al-Qur'an, hadis, literatur klasik fikih muamalah dan Magqgasid al-Shari‘ah,
peraturan perundang-undangan terkait BBM bersubsidi, serta artikel ilmiah dan penelitian terdahulu
mengenai kebijakan subsidi dan distribusi BBM. Data dianalisis melalui analisis isi dan analisis
normatif-konseptual dengan mengidentifikasi bentuk maslahat dan mafsadah yang muncul dalam
praktik pengeceran informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengecer informal tidak dapat
secara otomatis dikategorikan sebagai praktik eksploitatif hanya karena menjual BBM dengan harga
lebih tinggi. Keberadaannya dapat mengandung maslahat ketika berfungsi sebagai saluran distribusi
alternatif tanpa penimbunan, manipulasi, atau penipuan. Sebaliknya, praktik tersebut menjadi
problematik ketika keuntungan diperoleh melalui eksploitasi kelangkaan, penimbunan, manipulasi
takaran, atau penyimpangan distribusi subsidi. Penelitian ini menawarkan model distribusi berbasis
empat prinsip maqasid, yaitu accessibility, affordability, fairness, dan accountability, sebagai
kerangka evaluasi distribusi BBM bersubsidi.

Kata kunci: BBM bersubsidi; pengecer informal; Magasid al-Shari‘ah; kemaslahatan
konsumen; keadilan distribusi; hifz al-mal.

Abstract
Shortages of subsidized fuel may, under certain circumstances, result in long queues, limited
public access to official distribution channels, and the emergence of informal retailers who
resell subsidized fuel at prices higher than the official price. This phenomenon raises legal
and ethical concerns because informal retailers may provide an alternative means of access
for consumers while simultaneously increasing their economic burden and potentially
disrupting the objectives of subsidized fuel distribution. This study aims to analyze the
phenomenon of informal subsidized-fuel retailers from the perspective of Maqasid al-
Shari‘ah, particularly in relation to consumer welfare and distributive justice. The study
employs library research using a normative-conceptual approach. Its sources include the
Qur'an, Prophetic traditions, classical literature on Islamic commercial jurisprudence and
Magqasid al-Shari‘ah, Indonesian regulations concerning subsidized fuel, and scholarly
literature addressing fuel subsidy policies and distribution. The data are analyzed through
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content analysis and normative-conceptual analysis by identifying the potential maslahah
and mafsadah arising from informal fuel retailing. The findings indicate that informal
retailers cannot automatically be categorized as exploitative merely because they sell
subsidized fuel at higher prices. Their activities may contain maslahah when they function
as alternative distribution channels without hoarding, manipulation, deception, or other
forms of abuse. Conversely, the practice becomes problematic when profits are obtained
through exploiting shortages, hoarding, manipulating quantities, or violating the intended
distribution mechanism of subsidized fuel. This study proposes a Magasid al-Shari‘ah-based
distribution model consisting of four principles: accessibility, affordability, fairness, and
accountability. These principles provide a framework for evaluating subsidized-fuel
distribution while balancing consumer interests, legitimate commercial benefits, and the
public interest.

Keywords: subsidized fuel; informal retailers; Magqdasid al-Shari‘ah; consumer welfare;
distributive justice; hifz al-mal.

A. Pendahuluan

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan komoditas strategis yang berperan penting dalam
mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Ketersediaan dan keterjangkauan BBM
berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial.
Karena itu, pemerintah melakukan intervensi melalui kebijakan subsidi untuk menjaga
keterjangkauan energi bagi masyarakat. Subsidi BBM tidak semata-mata merupakan
mekanisme untuk menurunkan harga komoditas, tetapi merupakan instrumen kebijakan
publik yang mengandung tujuan sosial dan distributif. Persoalannya, manfaat subsidi tidak
selalu diterima secara proporsional oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Studi
mengenai dampak subsidi BBM di Indonesia menunjukkan bahwa manfaat subsidi dapat
terdistribusi secara tidak merata antarkelompok pendapatan.'

Persoalan tersebut semakin kompleks ketika terjadi gangguan distribusi dan
keterbatasan pasokan. Masyarakat dapat menghadapi antrean panjang, jarak akses yang
jauh, dan ketidakpastian memperoleh BBM melalui saluran resmi. Dengan demikian,
keberadaan subsidi pada tingkat harga tidak selalu identik dengan keterjangkauan secara
praktis. Penelitian mengenai kebijakan subsidi BBM di Indonesia menunjukkan bahwa
ketepatan sasaran dan mekanisme distribusi merupakan persoalan penting dalam efektivitas
kebijakan subsidi.? Kelangkaan juga meningkatkan biaya akses yang harus ditanggung
masyarakat, baik dalam bentuk waktu, jarak, maupun ketidakpastian memperoleh barang.

Dalam kondisi tersebut, muncul pengecer informal yang menjual kembali BBM
kepada masyarakat dengan harga lebih tinggi daripada harga resmi. Fenomena ini dapat
dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat ketika saluran distribusi formal
mengalami keterbatasan. Penelitian mengenai penjualan Pertalite secara eceran di Pontianak
menunjukkan bahwa jarak dari SPBU, kebutuhan konsumen, permintaan, dan pengawasan
berkaitan dengan berkembangnya kios BBM eceran.? Pengecer, dengan demikian, memiliki
dua sisi yang perlu dibedakan. Di satu sisi, mereka menyediakan akses alternatif ketika
masyarakat kesulitan memperoleh BBM melalui saluran resmi. Di sisi lain, harga yang lebih
tinggi dapat menambah beban ekonomi konsumen dan berpotensi mengurangi manfaat
kebijakan subsidi.

Dilema tersebut tidak cukup dianalisis hanya berdasarkan perbedaan antara harga
resmi dan harga pengecer. Dalam hukum ekonomi Islam, keuntungan perdagangan pada
dasarnya diperbolehkan selama diperoleh melalui transaksi yang sah dan tidak mengandung
pengambilan harta secara batil. Al-Qur'an membolehkan perdagangan yang didasarkan pada
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kerelaan para pihak dan melarang memperoleh harta dengan cara yang batil.* Dengan
demikian, adanya margin keuntungan tidak otomatis menjadikan perdagangan tersebut
terlarang. Persoalan yang lebih penting adalah sumber keuntungan, mekanisme memperoleh
barang, serta dampaknya terhadap konsumen dan kepentingan publik.

Persoalan tersebut berkaitan dengan konsep ihtikar dalam fikih. Literatur klasik
membahas ihtikar sebagai tindakan menahan barang yang dibutuhkan masyarakat sehingga
menimbulkan kesulitan dan memungkinkan pelakunya memperoleh keuntungan dari
kondisi tersebut.” Namun, pengecer yang menjual BBM dengan harga lebih tinggi tidak
otomatis dapat disamakan dengan pelaku ihtikar. Perlu dibedakan antara perdagangan yang
menjalankan fungsi distribusi dan tindakan yang sengaja menciptakan atau
mempertahankan kelangkaan. Pembedaan ini penting agar penilaian hukum tidak berhenti
pada bentuk transaksi, tetapi mempertimbangkan kondisi dan dampaknya.

Dalam konteks tersebut, Maqasid al-Shari‘ah dapat digunakan sebagai kerangka
untuk menganalisis hubungan antara aktivitas perdagangan, kemaslahatan konsumen, dan
keadilan distribusi. Al-Ghazalt menempatkan perlindungan terhadap harta dan jiwa sebagai
bagian dari tujuan fundamental syariat.® Al-Shatibi kemudian menegaskan bahwa syariat
bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan.” Dalam kasus
BBM bersubsidi, prinsip hifz al-mal relevan untuk menilai perlindungan konsumen dari
beban ekonomi yang tidak wajar sekaligus mengakui hak pengecer memperoleh keuntungan
yang sah. Sementara itu, hifz al-nafs dapat digunakan untuk melihat BBM sebagai sarana
pendukung mobilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan. Prinsip ‘adl
diperlukan untuk menilai apakah manfaat subsidi dan beban distribusi terbagi secara
proporsional.

Penelitian terdahulu telah membahas kebijakan subsidi BBM, ketepatan sasaran,
distribusi Pertalite, dan praktik penjualan BBM eceran.® Namun, masih terdapat ruang untuk
menganalisis secara khusus fenomena pengecer informal yang muncul dalam kondisi
kelangkaan BBM bersubsidi melalui perspektif Maqasid al-Shari‘ah, terutama dengan
menghubungkan kemaslahatan konsumen, keuntungan pengecer, dan keadilan distribusi.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) bagaimana fenomena kelangkaan
BBM bersubsidi dan munculnya pengecer informal dipahami dalam perspektif hukum
ekonomi Islam; dan (2) bagaimana Maqasid al-Shari‘ah menilai kemaslahatan konsumen
dan keadilan distribusi dalam praktik penjualan kembali BBM bersubsidi.

B. Temuan dan Diskusi
Kelangkaan BBM Bersubsidi dan Munculnya Pengecer Informal

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan BBM bersubsidi tidak semata-
mata berkaitan dengan penetapan harga, tetapi juga dengan kemampuan sistem distribusi
menyediakan BBM secara nyata kepada masyarakat. Subsidi pada dasarnya merupakan
intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar untuk menurunkan beban ekonomi
konsumen dan menjaga keterjangkauan energi. Namun, manfaat kebijakan tersebut sangat
bergantung pada ketepatan sasaran, ketersediaan pasokan, serta efektivitas distribusinya.
Abimanyu dan Imansyah menunjukkan bahwa manfaat subsidi BBM di Indonesia tidak
terdistribusi secara proporsional antarkelompok pendapatan; kelompok berpendapatan lebih
tinggi justru dapat menerima manfaat yang lebih besar.! Sementara itu, Yuniza, Nuswantari,
dan Jatmiko menemukan persoalan ketepatan sasaran dan volume distribusi BBM
bersubsidi dalam kerangka regulasi Indonesia.>

Temuan tersebut memperlihatkan adanya persoalan yang lebih mendasar: harga
resmi yang terjangkau belum tentu menghasilkan akses yang terjangkau. Ketika pasokan
terbatas, konsumen menanggung biaya tambahan dalam bentuk waktu antrean, perjalanan
menuju SPBU lain, dan ketidakpastian memperoleh BBM. Dengan demikian, kelangkaan
mengubah struktur biaya yang dihadapi konsumen meskipun harga nominal BBM tidak
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berubah. Literatur mengenai kebijakan subsidi energi juga menunjukkan bahwa
ketersediaan dan pengawasan merupakan bagian penting dari persoalan distribusi.?

Kondisi tersebut menciptakan ruang bagi pengecer informal. Kebutuhan masyarakat
terhadap BBM tetap berlangsung sementara saluran distribusi formal tidak selalu mampu
memenuhi permintaan. Penelitian mengenai kios Pertalite eceran di Pontianak menunjukkan
bahwa jarak SPBU, kebutuhan konsumen, permintaan, dan persoalan pengawasan berkaitan
dengan berkembangnya perdagangan BBM secara informal.* Dengan demikian, pengecer
dapat dipahami sebagai respons ekonomi terhadap kesenjangan akses.

Fenomena tersebut menghasilkan dua konsekuensi yang berlawanan. Di satu sisi,
pengecer menyediakan BBM dalam jumlah kecil dan pada lokasi yang lebih dekat sehingga
mengurangi biaya waktu dan akses konsumen. Di sisi lain, konsumen harus membayar
harga yang lebih tinggi daripada harga resmi sehingga sebagian manfaat kebijakan subsidi
tidak lagi diterima dalam bentuk harga. Dengan demikian, persoalan akademiknya bukan
sekadar apakah pengecer memperoleh keuntungan, melainkan apakah keuntungan tersebut
merupakan imbalan yang wajar atas fungsi distribusi atau diperoleh melalui eksploitasi
terhadap kelangkaan. Hubungan kausal yang ditemukan dapat dirumuskan sebagai:
kelangkaan — peningkatan biaya akses — kebutuhan tetap berlangsung — muncul saluran
informal — harga meningkat — akses konsumen membaik tetapi keterjangkauan harga
berkurang.

Pengecer Informal dalam Perspektif Fikih Muamalah

Pada tingkat akad, jual beli BBM pada dasarnya berada dalam ruang kebolehan. Al-
Qur'an menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,
sementara transaksi harta harus dilakukan melalui perdagangan atas dasar faradin atau
kerelaan para pihak.®* Dengan demikian, perbedaan harga antara harga perolehan dan harga
jual tidak secara otomatis menjadikan suatu transaksi terlarang. Keuntungan merupakan
bagian yang diakui dalam aktivitas perdagangan selama diperoleh melalui mekanisme yang
sah.

Prinsip tersebut penting agar analisis terhadap pengecer BBM tidak terjebak pada
asumsi bahwa barang bersubsidi harus selalu dijual kembali pada harga yang sama dengan
harga resmi. Secara fikih, margin keuntungan tidak identik dengan riba ataupun penipuan.
Al-Sarakhst, misalnya, membahas keuntungan dalam transaksi murabahah sebagai bagian
dari perdagangan yang dapat disepakati para pihak.® Karena itu, pertanyaan fikih yang lebih
tepat bukan “bolehkah pengecer mengambil keuntungan?”’, melainkan “dari mana legitimasi
keuntungan tersebut diperoleh?”

Dalam konteks BBM, keuntungan dapat memiliki dasar ekonomi apabila pengecer
menanggung biaya pengadaan, transportasi, penyimpanan, tenaga, risiko, dan biaya
transaksi lainnya. Namun, legitimasi tersebut menjadi problematik apabila keuntungan
diperoleh melalui penipuan, pengurangan takaran, penyembunyian harga, atau tindakan
yang sengaja membatasi akses masyarakat terhadap barang yang dibutuhkan. Dengan
demikian, terdapat perbedaan antara margin perdagangan dan keuntungan yang bersumber
dari eksploitasi kelangkaan.

Perbedaan tersebut menjadi lebih jelas melalui konsep ihtikar. Nabi Muhammad
saw. bersabda, “Barang siapa melakukan ihtikar, maka ia telah berbuat dosa.”” Hadis
tersebut menjadi dasar penting dalam pembahasan fikih mengenai penahanan barang yang
menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Al-Kasani menjelaskan bahwa persoalan ihtikar
berkaitan dengan penahanan barang yang dibutuhkan masyarakat dan menimbulkan
kesulitan bagi mereka.® Al-Nawaw1 juga mengaitkan persoalan tersebut dengan pencegahan
mudarat terhadap masyarakat.’

Atas dasar itu, harga tinggi tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator ihtikar.
Penilaian harus mempertimbangkan apakah pengecer sengaja menahan barang, apakah
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tindakan tersebut memperparah kelangkaan, dan apakah keuntungan terutama diperoleh
karena masyarakat kehilangan alternatif untuk memperoleh barang tersebut. Pengecer yang
memperoleh BBM secara wajar dan menjualnya kembali untuk memenuhi kebutuhan
konsumen berbeda secara substantif dari pelaku yang sengaja menguasai pasokan untuk
menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga.

Tas‘lr, Regulasi Pemerintah, dan Kepentingan Publik

Persoalan harga BBM bersubsidi juga perlu ditempatkan dalam diskursus fas 7r.
Dalam fikih klasik, tas 7r merujuk pada intervensi penguasa dalam menentukan harga.
Hadis Anas ibn Malik tentang permintaan masyarakat agar Nabi menetapkan harga menjadi
salah satu dasar perdebatan mengenai intervensi harga.'® Ibn Qudamah menggunakan hadis
tersebut untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak seharusnya menetapkan harga secara
sewenang-wenang ketika perubahan harga terjadi secara alamiah."

Namun, fikih tidak berhenti pada penolakan intervensi harga secara mutlak. Ibn
Taymiyyah memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi ketika terdapat
kezaliman, penguasaan pasar, atau tindakan pelaku yang merugikan masyarakat.'> Dengan
demikian, ukuran intervensi bukan sekadar murah atau mahal, tetapi apakah harga dan
mekanisme pasar berlangsung secara adil serta tidak menghasilkan mudarat publik.

Prinsip tersebut relevan terhadap BBM bersubsidi karena harga yang ditetapkan
pemerintah bukan sekadar harga pasar biasa. Harga tersebut merupakan bagian dari
kebijakan publik yang menggunakan sumber daya negara untuk mencapai tujuan sosial
tertentu. Karena itu, pelaku perdagangan tidak dapat menggunakan kebebasan berdagang
untuk mengabaikan regulasi yang sah dan ditujukan bagi kepentingan umum. Sebaliknya,
pemerintah juga tidak cukup hanya menetapkan harga; pemerintah harus memastikan
ketersediaan dan distribusi agar harga kebijakan benar-benar dapat diakses masyarakat.
Dengan demikian, persoalan harga BBM harus ditempatkan dalam hubungan antara
kebebasan perdagangan, kewenangan pemerintah, dan kemaslahatan publik.

Analisis Maqasid al-Shari‘ah: Maslahah dan Mafsadah

Magqgasid al-Shart‘ah dalam penelitian ini digunakan sebagai instrumen evaluatif,
bukan sekadar teori pendukung. Al-Ghazali menempatkan pemeliharaan agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta sebagai tujuan fundamental syariat."* Al-Shatibi kemudian
mengembangkan kerangka tersebut melalui pembagian kebutuhan menjadi darariyyat,
hajiyyat, dan tahsiniyyat.** Dengan kerangka ini, suatu aktivitas ekonomi dinilai
berdasarkan kontribusinya terhadap kemaslahatan dan potensi kerusakan yang
ditimbulkannya.

Dalam kasus pengecer BBM, terdapat beberapa kepentingan yang harus
dipertimbangkan secara simultan: konsumen membutuhkan akses dan harga yang
terjangkau; pengecer membutuhkan keuntungan; negara berkepentingan memastikan
subsidi mencapai tujuan kebijakannya; dan masyarakat membutuhkan distribusi yang tidak
menimbulkan kelangkaan buatan. Karena itu, maslahah dan mafsadah tidak berada pada
satu sisi saja.

Pertama, dari perspektif konsumen, pengecer menghasilkan maslahah berupa
peningkatan akses. Konsumen dapat memperoleh BBM lebih dekat dan lebih cepat ketika
SPBU mengalami keterbatasan pasokan. Akan tetapi, manfaat tersebut berhadapan dengan
mafsadah berupa harga yang lebih tinggi. Dalam kerangka hifz al-mal, tambahan harga tidak
otomatis merupakan kerugian yang dilarang apabila mencerminkan biaya distribusi dan
risiko perdagangan. Persoalannya muncul apabila tambahan harga terutama disebabkan oleh
ketidakberdayaan konsumen dan keterbatasan pilihan.

Kedua, dari perspektif pengecer, memperoleh pendapatan merupakan bagian dari
aktivitas ekonomi yang pada dasarnya dibenarkan. Namun, hak atas keuntungan tidak
berarti hak untuk memperoleh keuntungan dengan cara apa pun. Margin memiliki legitimasi
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yang lebih kuat apabila berkaitan dengan biaya dan fungsi distribusi. Sebaliknya, legitimasi
tersebut melemah ketika keuntungan diperoleh melalui penahanan barang, manipulasi
takaran, informasi palsu, atau penciptaan kelangkaan.

Ketiga, dari perspektif negara, persoalan tersebut berkaitan dengan perlindungan
sumber daya publik. Subsidi merupakan kebijakan yang dirancang untuk mencapai tujuan
sosial. Apabila BBM dialihkan dari mekanisme distribusi melalui penyimpangan, manfaat
subsidi dapat terdistorsi. Akan tetapi, keberadaan pengecer juga tidak otomatis berarti
terjadi penyimpangan. Jika pengecer berkembang karena saluran formal gagal memenuhi
kebutuhan akses, fenomena tersebut justru menunjukkan adanya kesenjangan distribusi
yang perlu diperbaiki.

Keempat, prinsip ‘ad! mengharuskan manfaat dan beban distribusi dibagi secara
proporsional. Keadilan tidak identik dengan keseragaman harga, sebab pengecer
menanggung biaya dan risiko yang berbeda dari SPBU. Akan tetapi, konsumen juga tidak
boleh dipaksa menanggung beban tambahan yang muncul karena manipulasi kelangkaan.
Karena itu, keadilan harus dianalisis melalui akses konsumen, transparansi harga, sumber
keuntungan, biaya perdagangan, kondisi kelangkaan, serta dampaknya terhadap tujuan
subsidi.

Batas Normatif antara Distribusi Alternatif dan Eksploitasi

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa pengecer informal tidak dapat dinilai
secara biner sebagai halal atau haram hanya berdasarkan keberadaan margin keuntungan.
Batas normatifnya terletak pada mekanisme yang menghasilkan keuntungan tersebut.
Pengecer cenderung berada dalam fungsi distribusi yang mengandung maslahah apabila
memperoleh barang melalui mekanisme yang sah, tidak melakukan penimbunan,
memberikan informasi harga secara transparan, menyerahkan takaran sesuai kesepakatan,
tidak memanipulasi informasi, dan benar-benar menyediakan akses ketika saluran formal
terbatas.

Sebaliknya, praktik tersebut cenderung bergeser menjadi mafsadah ketika pelaku
sengaja menciptakan atau memperparah kelangkaan, melakukan iktikar, memanfaatkan
kepanikan, menyembunyikan harga, mengurangi takaran, memaksa konsumen, atau
menyimpangi mekanisme distribusi yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian,
semakin besar keuntungan yang bersumber dari kemampuan menciptakan atau
mempertahankan kelangkaan, semakin kuat alasan untuk memandang aktivitas tersebut
sebagai eksploitasi, bukan sekadar perdagangan.

Secara konseptual, penelitian ini membedakan tiga posisi. Pertama, pengecer
sebagai saluran distribusi alternatif, yaitu pengecer yang tidak menciptakan kelangkaan dan
menyediakan akses pada wilayah atau situasi ketika saluran formal terbatas. Kedua,
pengecer dengan margin tinggi tetapi tanpa penahanan pasokan, yang memerlukan penilaian
lebih lanjut berdasarkan biaya, risiko, transparansi, dan proporsionalitas keuntungan.
Ketiga, pengecer sebagai pelaku eksploitasi kelangkaan, yaitu pelaku yang sengaja
menguasai atau menahan BBM, memperburuk kelangkaan, atau memanfaatkan kepanikan
konsumen untuk memperoleh keuntungan. Kategori ketiga memiliki kedekatan paling kuat
dengan konsep ihtikar dan bertentangan dengan prinsip pencegahan mafsadah.

Model Distribusi BBM Bersubsidi Berbasis Maqasid

Analisis tersebut menghasilkan temuan lanjutan bahwa persoalan pengecer informal
tidak seharusnya diselesaikan hanya melalui penertiban. Jika pengecer tumbuh karena
terdapat kesenjangan akses, maka pelarangan tanpa menyediakan saluran alternatif
berpotensi menghilangkan akses yang selama ini dibutuhkan masyarakat. Karena itu,
pendekatan Magasid al-Shari‘ah perlu diarahkan pada perbaikan sistem distribusi secara
keseluruhan.
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Penelitian ini menawarkan empat prinsip sebagai parameter evaluasi, yaitu
accessibility, affordability, fairness, dan accountability. Accessibility menuntut agar
masyarakat dapat memperoleh BBM secara nyata, bukan hanya secara formal. Affordability
menuntut agar harga tidak memberikan beban ekonomi yang tidak proporsional, sekaligus
tetap memberikan ruang bagi margin distribusi yang wajar. Fairness menuntut agar manfaat
subsidi sampai kepada kelompok yang membutuhkan dan tidak terkonsentrasi pada pihak
tertentu. Sementara itu, accountability menuntut adanya pengawasan terhadap volume,
harga, distribusi, dan perilaku pelaku usaha.

Keempat prinsip tersebut bersifat integratif. Akses tanpa keterjangkauan dapat
menghasilkan BBM yang tersedia tetapi terlalu mahal. Harga murah tanpa ketersediaan
menghasilkan subsidi yang murah secara nominal tetapi sulit diperoleh. Distribusi yang
mudah dan murah belum tentu adil apabila manfaat subsidi salah sasaran. Sebaliknya,
kebijakan yang memiliki sasaran jelas dapat tetap mengalami penyimpangan apabila
pengawasan lemah. Karena itu, model yang diajukan penelitian ini dapat dirumuskan
sebagai: Accessibility + Affordability + Fairness + Accountability = Distribusi BBM
Bersubsidi Berorientasi Maslahah.

Implikasinya, kebijakan publik sebaiknya tidak memilih secara biner antara
membiarkan seluruh pengecer atau melarang seluruh pengecer. Ketika suatu wilayah
mengalami kesenjangan akses, pemerintah perlu menyediakan saluran distribusi legal yang
terjangkau dan dapat diawasi untuk mengambil fungsi distribusi yang selama ini dilakukan
secara informal. Sebaliknya, apabila ditemukan penimbunan, manipulasi takaran,
penciptaan kelangkaan, atau penyimpangan distribusi, pengawasan dan penegakan hukum
menjadi instrumen untuk mencegah mafsadah publik.

Dengan demikian, temuan utama penelitian ini adalah bahwa persoalan pengecer
informal BBM bersubsidi tidak dapat direduksi menjadi persoalan harga jual. Pengeceran
informal tidak otomatis mafsadah, harga lebih tinggi tidak otomatis ihtikar, dan keuntungan
tidak otomatis merupakan eksploitasi. Penilaian maqasid harus melihat asal barang,
mekanisme memperoleh barang, proses penjualan, transparansi harga, takaran, kondisi
kelangkaan, dampak terhadap konsumen, serta hubungan praktik tersebut dengan tujuan
subsidi. Ketika keuntungan diperoleh melalui fungsi distribusi yang sah dan mengisi
kekosongan akses, terdapat dimensi maslahah. Namun, ketika keuntungan diperoleh dengan
menciptakan atau mempertahankan kelangkaan, menipu konsumen, atau merusak tujuan
distribusi subsidi, praktik tersebut bergerak menuju mafsadah. Posisi inilah yang menjadi
kontribusi konseptual utama penelitian: membedakan distribusi alternatif dari eksploitasi
kelangkaan melalui parameter maqasid, bukan memberikan label hukum secara seragam
kepada seluruh pengecer informal.

C. Kesimpulan

1. Kelangkaan BBM bersubsidi dan munculnya pengecer informal merupakan
konsekuensi dari kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan keterbatasan
distribusi formal. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, aktivitas pengecer pada
dasarnya tidak otomatis dilarang. Penilaiannya bergantung pada cara memperoleh
barang, mekanisme transaksi, harga, serta dampaknya terhadap konsumen dan
masyarakat.

2. Magqasid al-Shari‘ah menunjukkan bahwa praktik pengecer informal mengandung
maslahah sekaligus mafsadah. Maslahah muncul melalui penyediaan akses BBM
ketika distribusi formal terbatas, sedangkan mafsadah muncul apabila keuntungan
diperoleh melalui penimbunan, manipulasi takaran, penipuan, eksploitasi
kelangkaan, atau tindakan yang mendistorsi tujuan subsidi.
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3. Pengecer informal tidak dapat disamakan secara otomatis dengan ihtikar. Batas
normatifnya terletak pada mekanisme memperoleh keuntungan. Praktik menjadi
problematik ketika pengecer sengaja menciptakan atau mempertahankan
kelangkaan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

4. Distribusi BBM bersubsidi yang berorientasi maqasid perlu memenuhi empat
prinsip: accessibility, affordability, fairness, dan accountability. Keempatnya
diperlukan agar subsidi tidak hanya menghasilkan harga yang terjangkau secara
nominal, tetapi juga menjamin akses, keadilan distribusi, dan perlindungan terhadap
kepentingan masyarakat.
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